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Oleh :

CHOLIF CHOMSYAH ROZALY MASHUDI

ABSTRAK

Tanah menjadi salah satu wahana investasi yang sangat diminati oleh masyarakat, dalam
penelitian tesis ini ada dua orang yang memilik hak atas tanah bersama yang bersepakat
bahwa hanya seorang saja yang namanya tertera dalam sertipikat sedangkan salah satu
pihak lain tidak dicantumkan dalam sertipikat, untuk melindungi hak masing-masing
orang, mereka sepakat membuat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa tanah
tersebut dibeli secara bersama-sama dengan presentase tertentu dari masing-masing
pihak, untuk selanjutnya perjanjian ini akan disebut Perjanjian Kepemilikan Bersama,
untuk selanjutnya mereka berdua sepakat membuat perjanjian ini di hadapan notaris
mengenai kepemilikan bersama atas tanah milik bersama tersebut. Perjanjian tersebut
kemudian mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban maupun larangan dan
pembolehan atas tanah bersama dalam perjanjian tersebut, perjanjian ini termasuk
dalam jenis perjanjian innominaat karena perjanjian ini belum di kenal dalam BW namun
perjanjian ini timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, perjanjian
kepemilikan bersama ini muncul karena adanya asas kebebasan berkontrak, namum
sebenarnya perjanjian kepemilikan bersama ini terjadi contra letter dengan perjanjian
sebelumnya karena isi akta yang di buat bertolak belakang dengan isi akta yang pernah
di buat sebelumnya atau yang akan di buat setelahnya atau dengan kata lain ada itikad
tidak baik yang bisa merugikan pihak lain. untuk menjamin kepastian hukum adanya
peralihan hak atas tanah tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.
Adapun tujuan penulisan ini adalah Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi
pihak beneficiary dari itikad tidak baik pihak yang tercantum namanya dalam sertifikat
dan Untuk menganalisis penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa antara pihak yang
tercantum namanya dalam sertifikat dan beneficiary. Perselisihan mengenai perjanjian
kepemilikan bersama dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dengan
pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan ke pengadilan, jalan keluar lain
untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu melaui jalur non-litigasi antara lain
negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Kata Kunci : Perjanjian kepemilikan bersama , Perlindungan hukum, Penyelesaian
sengketa.



KESIMPULAN

4.1.1 Perlindungan hukum bagi pihak beneficiary atau pihak yang tidak
tercantum namanya dalam sertipikat dari itikad tidak baik pihak yang tercantum
namanya dalam sertipikat dari kecurangan atau tindakan Wanprestasi salah satu pihak
dapat dilakukan melalui sarana perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum
represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan kedua pihak dengan cara membuat
perjanjian yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. jika perjanjian
tersebut bermasalah, maka masih terdapat satu lagi perlindungan hukum, vyaitu
perlindugan hukum represif. Perlindungan hukum dengan cara menyelesaikan sengketa
tersebut di lembaga peradilan.

4.1.2 Penyelesaian hukum sengketa antara pihak yang namanya tercantum dalam
sertipikat hak atas tanah dan pihak beneficiary atau yang menjadi pihak dalam
perjanjian kepemilikan bersama tetapi tidak tertera dalam sertifikat hak atas tanah
dalam perselisihan mengenai perjanjian kepemilikan bersama dapat diselesaiakan
melalui jalur litigasi, yaitu dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan
ke pengadilan. Jika para pihak yang bersengketa tidak ingin menyelesaikan perkara
mereka melalui jalur litigasi, jalan keluar lain untuk menyelesaikan sengketa tersebut
yaitu melaui jalur non-litigasi. Adapun jalur non-litigasi yang dapat dipilih oleh para
pihak yang bersengketa antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. dari
keempat bentuk penyelesaian sengketa tersebut, para pihak dapat memilih salah satu

untuk menyelesaiakan perselisihan tersebut.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Perlindungan hukum bagi pihak beneficiary atau pihak yang tidak
tercantum namanya dalam sertipikat dari itikad tidak baik pihak yang tercantum
namanya dalam sertipikat dari kecurangan atau tindakan Wanprestasi salah satu pihak
dapat dilakukan melalui sarana perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum
represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan kedua pihak dengan cara membuat
perjanjian yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. jika perjanjian
tersebut bermasalah, maka masih terdapat satu lagi perlindungan hukum, vyaitu
perlindugan hukum represif. Perlindungan hukum dengan cara menyelesaikan sengketa
tersebut di lembaga peradilan.

4.1.2 Penyelesaian hukum sengketa antara pihak yang namanya tercantum dalam
sertipikat hak atas tanah dan pihak beneficiary atau yang menjadi pihak dalam
perjanjian kepemilikan bersama tetapi tidak tertera dalam sertifikat hak atas tanah
dalam perselisihan mengenai perjanjian kepemilikan bersama dapat diselesaiakan
melalui jalur litigasi, yaitu dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan
ke pengadilan. Jika para pihak yang bersengketa tidak ingin menyelesaikan perkara
mereka melalui jalur litigasi, jalan keluar lain untuk menyelesaikan sengketa tersebut
yaitu melaui jalur non-litigasi. Adapun jalur non-litigasi yang dapat dipilih oleh para
pihak yang bersengketa antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. dari
keempat bentuk penyelesaian sengketa tersebut, para pihak dapat memilih salah satu

untuk menyelesaiakan perselisihan tersebut.



4.2 Saran

4.2.1 Perjanjian kepemilikan bersama hak atas tanah antara pihak yang namanya
tercantum dalam sertipikat dan pihak beneficiary atau pihak yang tidak tertera dalam
sertipikat yang di buat di hadapan notaris sebaiknya tidak dilakukan, karena perjanjian
yang dibuat tersebut sebenar tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena terjadi
kontra letter dalam perjajian yang dibuat sebelumnya atau setelahnya, karena dalam
sertipikat seharusnya terdapat dua nama pemegang hak atas tanah, namun hanya di
cantumkan satu nama, hal tersebut dapat merugikan pihak yang namanya tidak tertera
dalam sertifikat (beneficiary), oleh karena itu para notaris hendaknya memberikan
pemahaman mengenai resiko yang dapat terjadi kepada pihak dalam perjanjian

kepemilikan bersama.

4.2.2 Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum
namanya dalam sertipikat terhadap (beneficiary) pihak yang namanya tidak tertera
dalam sertifikat, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur non litigasi atau
dengan kata lain di selesaikan secara musyawarah, seperti negosiasi dan mediasi karena
penyelesaian dengan cara ini lebih mudah dan efisien. Apabila tidak terjadi kesepakatan
secara kekeluargaan atau musyawarah, maka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan
Negeri. Penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri merupakan cara terakhir apabila

kesapakatan secara kekeluargaan/musyawarah tidak tercapai.
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